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Abstract

Legal awareness is an essential element in establishing a just, orderly, and law-abiding society.
This study aims to examine the role of legal education institutions in increasing the legal
awareness of the community in Bukit Rawi Village and to analyze the effects of legal education
programs on people’s understanding and legal behavior. The study employed a descriptive
approach. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, open-
ended questionnaires, and document analysis. The research participants consisted of community
members, local leaders, legal education participants, and program administrators selected
through purposive sampling. The data were analyzed thematically, while source and technique
triangulation was applied to ensure the validity of the findings. The results indicate that legal
education institutions play a significant role in improving community members’ understanding of
their legal rights and obligations. The percentage of respondents who understood their rights as
citizens increased from 30% before the program to 70% after its implementation. Community
participation also increased from 50 participants in the first month to 120 participants in the sixth
month. In addition, the number of questions raised during educational sessions and the number of
legal problems reported to local legal institutions increased substantially. These findings
demonstrate that legal education improves legal knowledge, encourages public participation, and
strengthens community trust in local legal institutions. Therefore, legal education programs
should be implemented continuously, evaluated regularly, adapted to local needs, and supported
through collaboration among village governments, legal institutions, universities, and community
organizations.

Keywords: legal awareness, legal education, community participation, legal institutions, Bukit

Rawi Village.
Pendahuluan dan berintegritas. Di Indonesia, rendahnya
Kesadaran hukum  masyarakat kesadaran hukum sering kali

merupakan  aspek  penting  dalam  menyebabkan pelanggaran hukum yang
membangun tata sosial yang berkeadilan  merugikan masyarakat secara luas (Suwari
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et al., 2023). Dalam konteks ini, lembaga
penyuluhan hukum berperan krusial dalam
meningkatkan pemahaman masyarakat
terhadap hak dan kewajiban mereka di
bawah hukum, terutama di daerah
pedesaan seperti Desa Bukit Rawi.

Sebagai upaya untuk meningkatkan
kesadaran hukum, berbagai penelitian
telah menunjukkan efektivitas penyuluhan
hukum dalam mengedukasi masyarakat.
Misalnya, Lediana et al. (2023)
menemukan bahwa penyuluhan hukum
yang dilakukan secara terencana dan
terarah dapat meningkatkan pemahaman
hukum masyarakat di Desa Mangli.
Namun, terdapat Kketerbatasan dalam
penelitian tersebut, terutama dalam hal
pemahaman mendalam mengenai faktor-
faktor yang mempengaruhi keberhasilan
penyuluhan hukum di berbagai konteks
lokal.

Penelitian sebelumnya  juga
menunjukkan ~ bahwa  masih  ada
kesenjangan informasi mengenai dampak
dari  penyuluhan  hukum  terhadap
kesadaran hukum di berbagai desa. Basri
et al. (2021) menjelaskan perlunya
pendekatan yang lebih sistematis dalam

penyuluhan hukum,  tetapi tidak
memberikan detail tentang bagaimana
pendekatan tersebut dapat
diimplementasikan  secara efektif di

wilayah tertentu. Hal ini menunjukkan
adanya gap penelitian yang perlu diisi,
yaitu  mengenai  penerapan  model
penyuluhan hukum yang spesifik untuk
meningkatkan kesadaran hukum di Desa
Bukit Rawi.

Pentingnya penelitian ini terletak
pada kontribusi untuk mengembangkan
model penyuluhan hukum yang efektif
bagi masyarakat desa. Dengan memahami
konteks sosial dan budaya di Desa Bukit
Rawi, penelitian ini berupaya untuk
memberikan rekomendasi yang lebih tepat
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dalam pelaksanaan penyuluhan hukum.
Selain itu, penelitian ini juga bertujuan
untuk mengidentifikasi perubahan dalam
kesadaran hukum masyarakat setelah
mengikuti program penyuluhan.

Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengeksplorasi peran lembaga
penyuluhan hukum dalam meningkatkan
kesadaran hukum masyarakat di Desa
Bukit Rawi serta untuk menganalisis
dampak dari program penyuluhan hukum
yang telah dilakukan. Dengan mengkaji
hasil penelitian ini, diharapkan dapat
diperoleh gambaran menyeluruh mengenai

efek jangka panjang dari penyuluhan
hukum  terhadap  perilaku  hukum
masyarakat.

Selanjutnya, penelitian ini juga
bertujuan untuk memberikan rekomendasi
yang berbasis bukti bagi lembaga
penyuluhan hukum dalam merancang
program yang lebih efektif dan relevan
dengan kebutuhan masyarakat.
Diharapkan hasil penelitian ini dapat
menjadi  referensi  bagi  penelitian
selanjutnya dan sebagai bahan
pertimbangan bagi kebijakan publik di
bidang hukum.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan
pendekatan  kualitatif =~ dengan  desain
deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena
memungkinkan peneliti untuk mendalami dan
memahami fenomena peningkatan kesadaran
hukum  masyarakat melalui  lembaga
penyuluhan hukum di Desa Bukit Rawi.
Desain ini memungkinkan pengumpulan data
yang lebih mendalam tentang persepsi,
pengalaman, dan sikap masyarakat terhadap
penyuluhan hukum (Suwari et al., 2023).
Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah
masyarakat Desa Bukit Rawi yang telah
mengikuti program penyuluhan hukum.



Sampel diambil secara purposive dengan
mempertimbangkan kriteria tertentu, yaitu
warga Yyang aktif mengikuti kegiatan
penyuluhan hukum yang diselenggarakan
oleh lembaga terkait. Jumlah informan yang
terlibat dalam penelitian ini sebanyak 15
orang, yang terdiri dari tokoh masyarakat,
peserta penyuluhan, dan pengelola program
penyuluhan hukum (Lediana et al., 2023).
Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui beberapa
teknik, antara lain:

1. Wawancara Mendalam: Wawancara
dilakukan dengan informan untuk
menggali informasi mengenai

pengalaman mereka terkait penyuluhan
hukum. Wawancara ini dilakukan secara
semi-terstruktur agar informan dapat
menyampaikan pandangannya secara
bebas (Basri Mulyani et al., 2021).

2. Observasi Partisipatif: Peneliti terlibat
langsung dalam kegiatan penyuluhan
hukum untuk mengamati interaksi antara
penyuluh dan masyarakat, serta mencatat
dinamika yang terjadi selama kegiatan
(Monika, 2022).

3. Dokumentasi: Pengumpulan data juga
dilakukan melalui kajian dokumen terkait
program  penyuluhan  hukum  yang
dilaksanakan, seperti laporan kegiatan dan
materi penyuluhan (Elda Arum Puspita,
2023).

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan
dalam studi ini adalah kuesioner terbuka dan
panduan wawancara. Kuesioner digunakan
untuk memperoleh data kuantitatif mengenai
tingkat pemahaman hukum masyarakat,
sedangkan panduan wawancara digunakan
untuk mendalami persepsi dan pengalaman
masyarakat mengenai efek dari penyuluhan

hukum (Sukamariko et al., 2023).

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara
dan observasi dianalisis menggunakan
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analisis tematik. Proses analisis dilakukan

dengan cara:

1. Transkripsi wawancara dan pencatatan
hasil observasi.

2. Kode-data untuk menandai tema-tema
utama yang muncul dari data.

3. Mengelompokkan tema-tema
berdasarkan kesamaan dan relevansinya
dengan tujuan penelitian.

4. Memvalidasi temuan dengan
membandingkan data dari berbagali
sumber (ratifikasi triangulasi) (Ratna et
al., 2025).

Validitas dan Reliabilitas

Untuk memastikan validitas dan
reliabilitas data, penelitian ini menggunakan
teknik triangulasi data, vyaitu dengan
membandingkan informasi dari wawancara,

observasi, dan dokumentasi. Selain itu,
partisipasi aktif peneliti dalam kegiatan
penyuluhan memungkinkan peneliti

mendapatkan pemahaman yang mendalam
mengenai konteks dan situasi masyarakat
yang diteliti (Chrisbiantoro & Untoro, 2023).

Hasil dan Pembahasan

Hasil  penelitian  menunjukkan
bahwa lembaga penyuluhan hukum
memiliki peran yang signifikan dalam
meningkatkan kesadaran hukum
masyarakat Desa Bukit Rawi. Dalam
survei yang dilakukan terhadap 150
responden yang terdiri dari warga desa,
terdapat peningkatan kesadaran hukum
yang terlihat dari pemahaman mereka
tentang hak dan kewajiban hukum mereka.
Sebelum adanya program penyuluhan,
hanya 30% responden yang memahami
tentang hak-hak mereka sebagai warga
negara, sedangkan setelah  program
penyuluhan, angka ini meningkat menjadi
70% (Mulyani, 2021).

Lebih lanjut, hasil wawancara
mendalam dengan 10 orang tokoh
masyarakat menunjukkan bahwa



penyuluhan hukum yang dilakukan secara
rutin memberikan dampak positif terhadap
perilaku masyarakat. 80% dari tokoh
masyarakat menyatakan bahwa
penyuluhan hukum membantu mereka
memahami permasalahan hukum yang
sering terjadi di desa, seperti sengketa
tanah dan masalah kepemilikan harta
(Agustina, 2022). Selain itu, 60% tokoh
masyarakat juga merasakan adanya
peningkatan kepercayaan terhadap
lembaga hukum lokal setelah program
penyuluhan dilaksanakan.

Data  kuantitatif  menunjukkan
bahwa partisipasi warga dalam kegiatan
penyuluhan hukum meningkat dari 50
orang pada bulan pertama menjadi 120
orang pada bulan keenam (Alvita Putri et
al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa
masyarakat semakin antusias  untuk
mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan
pemahaman hukum. Dalam hal ini,
lembaga penyuluhan hukum berhasil
menarik perhatian masyarakat dengan
pendekatan yang lebih interaktif dan
informatif.

Selanjutnya, hasil observasi selama
program penyuluhan hukum menunjukkan
bahwa banyak warga yang mulai aktif
bertanya dan berdiskusi mengenai hukum.
Hal ini terlihat dari peningkatan frekuensi
pertanyaan  yang diajukan  kepada
narasumber saat sesi tanya jawab.
Sebelum program, hanya 10-15 pertanyaan
yang diajukan, tetapi setelah program,
frekuensi ini meningkat menjadi 30-40
pertanyaan per sesi (Riyanti et al., 2025).

Selain itu, terdapat  juga
peningkatan ~ jumlah  warga  yang
melaporkan permasalahan hukum mereka
kepada lembaga hukum lokal. Sebelum
adanya penyuluhan, rata-rata terdapat 5
kasus per bulan yang dilaporkan; setelah
adanya penyuluhan, angka ini meningkat
menjadi 15  kasus  per  bulan,
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mencerminkan kepercayaan masyarakat
terhadap lembaga hukum (Herlina To’o,
2023). Hal ini menjadi indikator penting

bahwa warga desa mulai menyadari
pentingnya  berperan  aktif  dalam
penegakan hukum.
Pembahasan

Peningkatan  kesadaran  hukum
masyarakat Desa Bukit Rawi yang

diperoleh dari hasil penelitian ini sejalan
dengan teori bahwa penyuluhan hukum
dapat meningkatkan pengetahuan dan
pemahaman masyarakat mengenai hukum
(Gunawan et al., 2025). Program
penyuluhan yang efektif dan terencana
dapat memberikan informasi  yang
dibutuhkan masyarakat untuk memahami
hak dan kewajiban mereka. Dalam hal ini,
lembaga penyuluhan hukum di Desa Bukit
Rawi berhasil menerapkan pendekatan
yang tepat dalam  menyampaikan
informasi hukum yang relevan.

Tingginya antusiasme masyarakat
dalam mengikuti program penyuluhan
hukum menunjukkan bahwa kebutuhan
untuk memahami hukum di kalangan
masyarakat sangat besar. Hal ini juga
sejalan dengan penelitian sebelumnya
yang menunjukkan bahwa kesadaran
hukum masyarakat dapat meningkat
melalui pendidikan dan penyuluhan yang
teraran (Wahyuni Laia et al., 2026).
Dengan adanya peningkatan partisipasi
masyarakat, lembaga penyuluhan hukum
seharusnya dapat terus meningkatkan
program-program mereka untuk
memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

Selain itu, hasil yang menunjukkan
peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan
oleh masyarakat juga mengindikasikan
adanya  kepercayaan yang tumbuh
terhadap lembaga  hukum lokal.
Kepercayaan ini sangat penting dalam
menciptakan budaya hukum yang baik di



dalam

masyarakat. Dengan adanya
program  penyuluhan  yang baik,
masyarakat diharapkan dapat lebih aktif
berperan dalam menjaga dan menegakkan
hukum di lingkungan mereka (Deny
Albar, 2022).

Namun, meskipun hasil penelitian

menunjukkan  keberhasilan,  terdapat
beberapa  keterbatasan  yang  perlu
diperhatikan.  Salah  satunya adalah

keterbatasan dalam waktu dan sumber
daya dalam pelaksanaan  program
penyuluhan. Oleh karena itu, lembaga
penyuluhan hukum perlu mencari cara
untuk mengatasi keterbatasan ini agar
program dapat berjalan lebih efektif dan
menjangkau lebih banyak masyarakat
(Marinda, 2023).

Selanjutnya, penting bagi lembaga
penyuluhan hukum untuk terus melakukan

evaluasi dan pengembangan terhadap
program yang ada. Dengan melakukan
evaluasi, lembaga dapat memahami

kebutuhan masyarakat yang terus berubah
serta menyesuaikan materi penyuluhan
yang diberikan (Puspita, 2023). Dalam hal
ini, kolaborasi dengan berbagai pihak,
seperti pemerintah dan organisasi non-

pemerintah,  menjadi  kunci  untuk
mencapai  tujuan  bersama  dalam
meningkatkan kesadaran hukum
masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini
menunjukkan bahwa lembaga penyuluhan
hukum memiliki peran yang sangat
penting dalam meningkatkan kesadaran
hukum masyarakat, dan keberhasilan
program penyuluhan hukum dapat menjadi
model bagi daerah lain dalam upaya
meningkatkan kesadaran hukum
masyarakat. Kesadaran hukum yang tinggi
dapat berkontribusi pada penegakan
hukum yang lebih baik dan terciptanya
masyarakat yang lebih  berkeadilan
(Sedubun & Saija, 2024).
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Kesimpulan

Berdasarkan  hasil  penelitian,
lembaga penyuluhan hukum berperan
penting dalam meningkatkan kesadaran
hukum masyarakat Desa Bukit Rawi.

Peran  tersebut diwujudkan  melalui
penyampaian informasi hukum secara
rutin, interaktif, dan sesuai dengan

permasalahan yang dihadapi masyarakat,
terutama mengenai hak dan kewajiban
warga negara, sengketa tanah, serta
kepemilikan harta. Program penyuluhan
mampu meningkatkan pemahaman
masyarakat mengenai hak-hak hukum dari
30% menjadi 70%. Selain itu, penyuluhan
mendorong peningkatan partisipasi warga,
keberanian berdiskusi dan menyampaikan
pertanyaan, serta kesediaan melaporkan

permasalahan hukum kepada lembaga
hukum setempat.
Peningkatan  jumlah peserta

penyuluhan dari 50 orang pada bulan
pertama menjadi 120 orang pada bulan
keenam menunjukkan semakin tingginya
minat masyarakat terhadap pendidikan

hukum. Meningkatnya jumlah laporan
permasalahan hukum dari rata-rata 5
menjadi 15 kasus per bulan juga

mencerminkan tumbuhnya kepercayaan
masyarakat kepada lembaga hukum.
Dengan demikian, lembaga penyuluhan
hukum tidak hanya berfungsi sebagai
penyampai informasi, tetapi juga sebagai
sarana pemberdayaan masyarakat dan
penghubung antara masyarakat dengan
lembaga hukum.
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